BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kontribusi Badan Usaha

Milik Daerah Pemerintah Kupang Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Kupang Tahun 2016-2018 disimpulkan bahwa:

1.

6.2 Saran

1.

Kontribusi laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang tahun anggaran 2016-
2018 sangat kurang, pada tahun 2016 kontribusi BUMD terhadap PAD
sebesar 0,02 %, dan pada tahun 2017 turun menjadi 0,01% kemudian
pada tahun 2018 kontribusi BUMD terhadap PAD Kota Kupang turun
lagi menjadi 0,001%.

Kontribusi/proporsi BUMD Pemerintah Kota Kupang secara simultan
relatif pos-pos PAD lainya terlihat sangat kurang karena dibandingkan
dengan pos-pos Pendapatan Asli Daerah, kontribusi BUMD lebih
rendah dibandingkan pos-pos PAD lainnya yaitu sebesar 7,79%.
Kontribusi Pajak daerah dirata-ratakan dari tahun 2016-2018 sebesar
52.21%. Retribusi daerah sebesar 18,77% dan lain-lain PAD yang sah
sebesar 18,77%. Dengan ini BUMD sangat kurang membantu dalam

PAD sehingga PAD dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan.

Perlu adanya pengeloaan yang lebih baik lagi untuk BUMD-BUMD

Pemerintah Kota Kupang, khususnya dalam menghasikan laba agar
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dapat membantu PAD dalam membiayai pengeluaran daerah, melalui
peningkatan keahlian dan profesionalisme direksi beserta stafnya dalam
menjalankan perusahaan sebagai usaha komersial murni yang
mengutamakan pertimbangan efisiensi dan pencapaian laba usaha yang
memadai.

Untuk PT Sasando, harus memperbaiki tata keloala manjaemennya agar
perusahan dapat berjalan dengan baik dan PT sasando harus
meningkatkan kinerjanya agar tiap tahun tidak mengalami kerugian.
Untuk PDAM Kota Kupang, perlu meningkatkan kinerja yaitu tentang
respon pelanggan terhadap keluhan pelanggan, profesionalisme dalam
memberikan pelayanan kepada pelanggan serta pemasangan jaringan
atau sambungan pada rumah pelanggan. Dengan begini harapan untuk
memperbaiki kualitas pelayanan dan bisa mengasilkan laba sehingga
dapat berkontribusi untuk PAD Kota Kupang.

Untuk PD Pasar sebaiknya menaikkan tarif sewa lapak dan kios.
Sebaiknya dikenakan tarif berbeda untuk setiap volume barang dan
jenis barang yang dijual.

Untuk Pemerintah Daerah Kota Kupang, sebaiknya lebih
memperhatikan BUMD yang ada yang ada di Kota Kupang. Pemerintah
daerah harus melakukan pengawasan terhadap BUMD yang ada.
Sehingga bisa dilakukan evaluasi mengenai kinerja BUMD yang ada.

Sebab jika tidak ada pengawasan, pemerintah daerah tidak bisa menilai
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seberapa baik dan buruknya kinerja BUMD, agar yang baik dapat

dipertahankan dan ditingkatkan, dan yang buruk bisa dibenahi.
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